ABSTRAK
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Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memperpanjang masa jabatan kepala desa dari
enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode. Kebijakan ini
memunculkan pertanyaan serius mengenai dampaknya terhadap kinerja
pemerintahan desa serta kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi lokal dan nilai-
nilai kepemimpinan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implikasi hukum
perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun
2024 perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa
Dawuhan; (2) mengkaji dampak perpanjangan masa jabatan terhadap kinerja
pemerintahan desa dalam aspek pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan
masyarakat, transparansi, dan partisipasi; serta (3) menilai kebijakan tersebut dalam
perspektif figh siyasah, khususnya menyangkut prinsip keadilan (“adl/), amanah,
musyawarah (syura), kemaslahatan (maslahah), dan pembatasan kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang
dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan
observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui
triangulasi sumber, metode, dan teori. Analisis data menggunakan model interaktif
yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) Berlakunya Undang-
Undang No. 3 Tahun 2024 menimbulkan tiga implikasi hukum nyata di Desa
Dawuhan, yaitu munculnya SK Bupati Blitar yang memperpanjang masa jabatan
kepala desa hingga 2027 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat
konkret, individual, dan final. Sedangkan pada saat SK tersebut diterbitkan,
peraturan pelaksana di level nasional berupa Peraturan Pemerintah maupun regulasi
daerah berupa Perda belum ada, sehingga menimbulkan kekosongan instrumen
regulasi umum yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi seluruh kepala
desa di Kabupaten Blitar, belum terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik
akibat sosialisasi yang tidak merata, serta kewajiban penyesuaian RPJMDes
menjadi periode 2019-2027 yang dihadapkan pada paradoks pemotongan Dana
Desa dari Rp1,2 miliar menjadi Rp370 juta sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum dalam pelaksanaan pembangunan desa. (2) dampak perpanjangan masa
jabatan terhadap kinerja pemerintahan desa pada periode akhir 2024 hingga awal
2026 bersifat parsial. Alokasi pembangunan fisik meningkat pada 2024 namun
kembali turun pada 2025, distribusi pembangunan belum merata antara Dawuhan
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atas dan Dawuhan bawah, kualitas pelayanan publik tidak mengalami perubahan
signifikan, program pemberdayaan masyarakat tetap bersifat rutin, transparansi
keuangan desa tidak konsisten, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah
desa hanya mencapai 1,8% dari total kepala keluarga. (3) dalam perspektif figh
siyasah, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (“adl),
amanah, musyawarah (syura), kemaslahatan (maslahah), maupun pembatasan
kekuasaan, karena perpanjangan masa jabatan tidak diimbangi dengan penguatan
mekanisme checks and balances yang proporsional di tingkat desa.
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ABSTRACT

This thesis entitled “The Implications of the Extension of the Village Head’s Term
of Office on Village Governance Performance in the Perspective of Law No. 3 of
2024 on the Amandement to Law No. 6 of 2014 on Villages and Figh Siyasah (A
Case Study in Dawuhan Village Kademangan District Blitar Regency)”, was
written by Adinia Ulva Maharani, NIM. 1860103221006, Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia and Law, supervised by Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi
Anshor, M.Ag.

Keywords: extension of tenure, village head, village government performance,
Law No. 3 0of 2024, figh siyasah.

Law No. 3 of 2024 as an amendment to Law No. 6 of 2014 on Villages
extends the term of office of village heads from six years to eight years with a
maximum of two terms. This policy raises serious questions regarding its impact
on village government performance and its compatibility with the principles of local
democracy and Islamic leadership values.

This study aims to: (1) analyze the legal implications of the extension of the
village head's term of office based on Law No. 3 of 2024 in Dawuhan Village; (2)
examine the impact of the tenure extension on village government performance in
the aspects of development, public services, community empowerment,
transparency, and participation; and (3) assess the policy from the perspective of
figh siyasah, particularly concerning the principles of justice (‘adl), trustworthiness
(amanah), deliberation (syura), public interest (maslahah), and limitation of power.

This study employs a qualitative approach with a case study design. Data
were collected through in-depth interviews with eight informants selected by
purposive sampling, complemented by participatory observation and
documentation study. Data validity was tested through triangulation of sources,
methods, and theory. Data analysis used an interactive model encompassing data
reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal three main results: (1) The enactment of Law No. 3 of
2024 produced three concrete legal implications in Dawuhan Village: the
emergence of the Blitar Regent's Decree extending the village head's term of office
until 2027 as an Administrative Court Decision that is concrete, individual, and
final. At the time the Decree was issued, implementing regulations at the national
level in the form of a Government Regulation, as well as regional regulations in the
form of a Regional Regulation, had not yet been established, resulting in a gap in
general regulatory instruments that should have provided legal certainty for all
village heads in Blitar Regency; the unfulfilled public right to information due to
uneven socialization; and the obligation to revise the Village Medium-Term
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Development Plan (RPJMDes) to the period 2019-2027, which faced the paradox
of a drastic cut in Village Fund allocation from IDR 1.2 billion to IDR 370 million,
creating legal uncertainty in village development implementation. (2) The impact
of the tenure extension on village government performance from late 2024 to early
2026 was partial: physical development allocation increased in 2024 but declined
in 2025, development distribution remained uneven between Dawuhan Atas and
Dawuhan Bawah, public service quality showed no significant improvement,
community empowerment programs remained routine, village financial
transparency was inconsistent, and community participation in village deliberations
reached only 1.8% of total household heads. (3) From the perspective of figh
siyasah, the policy has not fully met the principles of justice (‘adl), trustworthiness
(amanah), deliberation (syura), public interest (maslahah), or limitation of power,
because the extension of tenure was not accompanied by a proportional
strengthening of checks and balances mechanisms at the village level.
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